
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun !2014 tentung 
Pcmcrintahan Daerah [Lembaran N.egara Republik 
tndonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah 'beberapa kali tcrakhir dengan Undang 
Undang Nomor ~ Tahun 2015 teruang 

l. 'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang 
Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat lJ Kupang 
[Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara· Republik, 
Indonesia Nomor 3633); 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampimn 
Peratucan Menteri Dalam Negerl Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedornan Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa 
ketentuan Iebih lanjut rnengenai tata cara pcnganggaran, 
pelaksarnian dan penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban ·seTU-1 monitoring dan evaluasi 
belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan 
kepala daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Kupang tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban, Sena Monitoring dan Evaluasi 
Belanja Tidak Terduga 

DEN GAN RAHM AT 'l'UH,AN YANG MAHA ESA 

WAL!KOT/\. KUP/\NG, 

Mengingat 

Menimbang 

TAT/>i CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PELAPORAN DAN PER'T'ANGOUNG,JAWABAN SERTA MONITORING D/\N 

IDVALUASI BELANJA T!DAK TERDUGA 

TENTANG 

PROVINS! NUSA T}::NGGARA TIM~ 

PERATURAN \V ALIKOTA KUPAN.G 
NOMOR 13 'l'AHUN 2021 

WALIKGTA KIJPANG 

/ 
• 



Dalam Poraturan Walikota Ini, yang dimaksud dengan : 

Daerah adalah Kota Kupang, 
Pemerintah Daerah adalah. Pcrnerintah Kota Kupang. 
Walikcta adalah Walikota Kupang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kora Kupang. 
Keuangan Dacrah adalah semua hale dan kcwajiban daerah dalam rangka 
pen.yelenggaraan pemerintahan daerah yang dirrilai dengan uang termasuk 
di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak clan 
kewajiban duerah tersebut, 

6. Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rcncana keuangan tahunan pemerintaban daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dcngan peraturan daerah. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala sarnan kerja pengclola keuangan daerah yang rnempunyai 
tugas mctaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagal bendahara 
umum daerah, 

Pasal l 

BAB l 
KETEN'l'UAN UMUM 

PEJMTURAN WALIKOTA TENTANG- TATA CARA 
PENGANGGAMN, PELAKSAJll'AAN DAN PEN/1..TAUSAHAAN, 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG,JI\WAB.1\.N SERT/\. 
MONITORING DAN EVALUASI BELANcfA TIDAK TERDUGA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

• 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraruran Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan 
Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
F781); 

1. 
2. 
3. 
4. - 5. 



l<uang. lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tata cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Pcnarausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta 
Monitoring dan Evaluasi Belanja Tak Terduga. 

Pasal 3 

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah scbagai pedoman bagi 
PPKD dalam pelaksanaan Pengelolaan Belarija Tak Terduga sesuai 'ketentuan 
y:~ng berlaku, 

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk .meningkatkan 
pengelolaan keuangan daerah yan~ tertib administratif, taat azas, dan 
akuntabel. 

Pasal 2 

Satuan Kerja PengeJola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkal 
SKPKD adalah perangkar daerah pada Pcmerintah Daerah yang 
melaksanakan pengelolaan APBD. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah y~ng selanjutnya dlsingkat SKPD adalah • 
perangkat dacrah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/ barang, 

10. Renoana Kerju dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD 
adalah rencana kerja dan anggar.an badan;'d1nas/biro keuangan/bagian 
keuangan selaku Bendahara Umum Daorah, 

11. Rcncana Kerja dan Anggatan SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, 
kegiatan da:n anggaran SKPD. 

12. Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA 
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro 
keuanganj'bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjurnya disingkat DPA 
SI{PD rnerupakan d.okwnco, yang memuat peudapatan dan belanja setiap 
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. 

14. Belanja Tidak Terduga rnerupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD 
untuk keperluan darurat rermasuk keperl uan mcndcsak yangtidak dapat 
diprediksi sebclumnya, Belanja Tidak Terduga digunakan unruk 
menganggarkan. pengeluaran. um:uk keadaan darurat iermasuk keperluan 
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya clan kelebihan 
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelurnnya serta 
untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan scbelumnya. 

15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan be.rupa uang/barang dari 
pernerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/ atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus, dan selektif yang. 
bertujuan uncuk rnelindungi dari kemungkinan terjadinyaresiko sosial. 



Al 

(2J Keperluan mc:ndesaksebagaimana dimaksud pada pasal 4 nreliputi: 
a. Keputuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakaL yang 

anggarannya belurn terscdia dalam rahun arrggaran berjalan; 
b, Bclanja Daerah ya:rig uersifat mengikat dan belanja yang bersifar wajib. 

Belanja Daerah yang bcrsifat mengikat merupakan belanja yang 
diburuhkan secara rerus-mcnerus da:n harus dialokasikan oleh 
Pemerintah. Daerah dalam jumlah yang cukup untuk keperluan sctiap 
bulan tahun anggaran, berkenaan seperti belanja pegawai antara lain 
-pernl:/ayaran kekurangan gaji dan tunjangan: dan belanja barang dan 
jasa antara lain untuk pernbayaran ielepon, listrik, air, dan internet. 
Belanja wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan 

l'""I,\ pcmenuban pendanaan pelayana:n dasar masyarakat antara lain 
pendidikan, kesehatan, pelaksanaa.rt kewajiban .kepada pihak ketiga, 
kewajiban pengembaUan pokok pinjarnan, bunga pinjaman yang telah 
jatuh tempo, clan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan 
perwidang-undangen; 

c. Pengt:luaranDaerah yang berada diluar kendali-pemerintah daerah dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta arnanat peraturan 
perundang-undangaa, dan/ a tau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila di:tunda akan menirnbulkan 
kerugian yang leblh besar bagi Pernerintah Dacrah danj atau 
rnasyarakat. 

(l) Keadaan darurat sebagaimana climaksud pada pasal 4 meliputi : 
a. Bencana alam, bencana non alam, benoana sosial, dan. atau kejadian 

luar biasa; 
b. Pelaksanaan operusi pencarian clan pertolongan, dan/aLau 

-~ c. Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu keglatan 
pelayanan publik. 

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeh.iaran anggaran atas beban /\PBD 
untuk keperluan darurat termasuk keperluan rnendesak yang i.iclak'· dapat 
diprcdiksi sebclumnya. Belanja 'I'idak Terduga digunakan untuk 
menganggarkan pcngeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan 
mendesak yang tidak dapaL diprediksi scbelumnya clan kelebihan pembayaran 
atas penerlmcan dacrah tahun-tahun sebeluamya serta tmtuk bantuan sosial 
yang tidak direncanakan sebelurnnya. 

Pasa14 

• 

BAB Ll 
BELANJA TIDAKTERDUCA 

Bagian Kesatu 
Urnurn 



f4). Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk rnendanai keperiuan 
mendesak dilakukan melalui pergcscran anggaran dari belauja tidak 
terduga kepada belanja SKPD / unit SKPD yang rnembidangi dengan 
tahapan: 
a) Dalarn hal anggaran belurn tersedia, pengg;uruian belanja tidak terduga 

tcrlebih dahulu diformulasikan dalarn l~KA SKPD yang rncmbidangi 
keuangan daerah; 

b) Dalam hal belum tercukupi, penggunaari belanja tidak terduga terlebih 
dahulu diformulasikan dalarn perubahan DPA-SKPD; dan 

c) RK/\ SKPD dan/alau. perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b rnenjadi dasar dalam melakukan 

(3). Pengeluaran untuk mendanai kcadaan darurat yang belum tersedia 
anggaraanya, diforrnulasikan terlebih dahulu dalarn RKA $1<.PD, kecuali 
untuk keperluan tanggap darurat bencana, konflik social <ian/atau 
kejadian lua r biasa, 

(2). Dalam hal belanja Tidak Terduga lidak cukup untuk mendanai keadaan 
darurat, pemerintah dacrah menggunakan: 
a) Dana dari basil pcniadwalan. ulang capaian program, kegiatan, clan sub 

kegiaran Iainnya sorta pengeluaran.pembiayaan dalam tahun anggara:n. 
berjalan; dan/ a la u 

b) Memanfaatkan kas yang tersedia 
Pcnjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sup kegiatan 
diformulasikan terlebih dahulu dalam Pcrubahan DPA SKPD 

(1). Belanja Tidak 'ferduga diuraikan rneuurut jenis, objek, rincian objek dart 
sub rincian objek. dengan nama Bclanja T'idak Terduga; 

Pasal 6 

Bagian Kedua 
Penga nggaran 

(4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan 
untuk kebutuhan akibal resiko soslal yang tidak dapat diperkirakan pada 
saat penyusunan API3D yang apabila ditunda penanganannya akan 
rnenimbulkan rcsiko sosial yang lcbih besar bagl Individu dan/atau keluarga 
yang bersangkutan. 

.J) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun 
talrun scbelumnya untuk menganggarkan pengernbalian atas kelebihan 
pembayaran atas penerrmaan, dacrah yang bers)fat tidak berulang yang , 
terjadi pada tahun angga:rau scbclurnnya. 

11 
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(L) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk .mendanai lreadaan 
darurat clilakukan dengan l.ahapan: 
a) Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk benoana alam, 

bencana non alam, bencana sosial iermasuk k-onllik sosia I, 'kejadian Iuar 
biasa sesual .ketentuan peraturan perundang-undangan, 

!:>) berdasarkan penetapan status Walikota dan/ atau dokumcn lain sesuai 
ketentuan peraruran perundang-undangan, kepala SKPD yang 
.membutuhkan sesuai tugas dan fungsi mengajukan rcncana kebutuhan 
belanj a kepada PP"KD selaku J:IU D. 

c) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kclengkapan adrninistrasi yang 
terdiri dari : Fotocopy SK penetapan darurat bencana/ SK tanggap 
darurat bencanar' dokumen lain sesuai kctentuan peraturan perundang 
undangan, Rencana Kebutuhan Bclanja (RKB) yang tclah diverifikasi 
SKPD terkait, Pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD 
yang mengusulkan RKB, Rekapitulasi. Penggunaan Belanja, Surat 
Rernyataan Tanggung Jawab Belanja, Laporan Penggunaan Belanja 
Tidak Terduga serta fotocopy rekening giro bendahara, pengeluaran 
SKPD pengusul RKB, sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan 
lengkap tetap berada di SKPD pengusul RK.B. 

d) Berdasarkan usulan dan dokumen pendukungsebagai.mana termuat di 
poin (c) , PPKD selaku BUD menerbitkan SPP, SPM, dan SP2D TU 
berdasarkan RK.B yang diusulkan paling lambat 1 (satu) hari kerja 
terhitung scjak diterimanya rencana kebutuhan belanja, 

e) Setelah SP2D TU cair kemudian diserahkan kepada SKPD pengusul RKB 
J) SKPD pengusul RKB bertanggung jawab penuh baik secara formal 

maupun material terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan 
pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga y,mg dikelolanya. 

Pasal 7 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaart 

(6]. Belanja Bantuan So.sial yang.Tidak Direneanakan sebelumnya termasuk di 
dalamnya Belanja Santunan Kematian untuk Penduduk Kota Kupang yang 
tidak mampu dan belanja bantuan penunjang pengobatan. 

(5). Pengernbalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun 
tahun sebelumnya untuk tnenganggarkan pengernbalian atas kelebihan 
pernbayaran atas penerirnaan daerah yang bersifat tidak berulang yang 
terjacli pada tahun sebelumnya .. 

• 
perubahan Perwali tentang Penjabaran APBD untuk sclanjutnya 
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau 
clituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pernerintah Daerah 
yang tidak melakukan Perubahan APBD. 



(4) Banruan Sosial yang tidak dapat direncakan sebelumnya diusulkan oleh 
-SJU>D terkait dengan tata cara sebagai berikut : 
a) Kepala SKI'D mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RE:B) kepada 

PPKD selaku BUD 
b) PPKD selaku BUD melakukan verifi.kasi kelengkapan administrasi 

terhadap dokumen usulan yang terdiri dari : Reneana Kcbutuhan Belanja 
(RKBJ, Pernyataan Tanggung jawab rnutlak dari kepala SKPD pengusul 
RK.B dan/atau Pakta Integritas dari calon penerima bantnan sosfal, 
nomnr rekening bendahara SKPD pengusul RKB dan atau daftar nama 
dan nomo.r rekening penerima bantuan sosial, 

e) Setelah kelengkapan divcrifikasi, PPKD menerbltkan SPP, SP}..1 dan SP2D 
melalui mekanisme LS. 

d) Pcnerima Bari.tuan Sosial bertanggung jawab secara. formal dan material 
terhadap pernanfaatan clan pertanggungjawaban dana bantuan sosial. 

(3) Tata cara pengembalian atas kclcbihan penerimaan pembayaran atas 
pencrimaan daerah yang bersifat tidak terulang yang terjadi pada tahun 
sebelumnya melalui. mekanisme Belanja Tak Terduga adalah sebagai 
berikut: 
a) Tahap Penerbitan SKLB (Surat Kererangan Lebih Bayar) 

Bendahara penerirnaan menerima inforrnasi kelebihan atas pcncrimaan 
pendapatan daerah. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi 
terhadap informasi a.tau pcrmohonan pengembalian kelebihan 
penerimaan pendapatan daerah, Setelah itu bendahara penerimaan 
menyiapkan SKLB yang .kemudian diaahkan dan diterbi tkan oleh PPKD. 

b) Tahap Pengajuan LS Pengernbalian atas kelebihan penerimaan 
pendapatan daerah 
Berdasarkan pengajuan SJO,B, bendahara pengelua:ran SKPD/SKPKD 
akan rnemproses pengajuan LS pengcmbalian atas kele.bihan pendapatan 
daerah dan membebankannya pada rekcning belanja Lidak terduga. 
Berdasarkan dokumcn tersobut BUD menerbitkan Surat Perintah 
Pembayaran (SP2). 

c) Tahap penyesuaian pencatatan 
Berdasarkan SP2 pengernbalian atas kelebihan penerimaan daerah yang 
sifatnya tidak terulang yang terjacli pada tahun sebelumnya, bendahara 
pcngeluaran SKPKD melakukan penyesuaian 'pencatatan terhadap 
pengcmbalian alas kelebihan penerirnaan daerah dimaksud yang 
dibebankan pada BTI. 

• 

(2) Tata cara penggunaan bclanja tidak. terduga untuk mendanai keperluan 
mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari bclanja tidak 
terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD. 

.\! 
ll , .. 



• 

(2) Hasil moni~i>ring dan evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
disarnpaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yaqg 
n1emptmyai tugas dan Iungsi pengawasan. 

(:l) Sl{PD terkait dan PPKD me,lakukru1 monitoring dan evaluasi atas 
penggunaan Belanja Tidak Terduga. 

Pasal 9 

Bagian Kelima 
Monitol'ing dan Evaluasi 

(5) Untuk Bantuan Sosial Tak Direncanakan bukti bukti laporan sebagaimana 
tereantum dalarn ayat (4) poin (b) disimpen olch penerirna bantuan scslal 
untuk dijadikru, sebagai objek pemeriks1o1an. 

(4) Laporan Perlanggungjawaban terdiri dari 
a} Laporan Reallsasi Penggunaan Belanja 
b) Bukti- bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan 

(3) Penerima Befanja Tidak Terdugay Pengusul !<KB belanja Tidak Terdnga 
menyampalkan Iaporan pertanggungjawaban kepada Walikota rnelalui 
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. 

(2) Permni:\:gungjawaban Penggunaan Relanja Tidak Terduga yang 
mengguoakan mekanisme LS dilaksanakan setelah selesai penggunaan 
dana atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. 

(l] Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang 
menggunakan mekanisme. TU dilaksanakan setelah TU yang dilwlolanya 
habis/sdesai kegiatan dan atau selesai rnasa tanggap darurar, 

.Pasal 8 

Bagian Keempat 
Pelaporan dru1Pertanggungiawaban 



KO'l'A KUPANG TA HUN 2021 NOMOR 530 

Diundangkan di Kupang 
pada tanggal 10 Mei 2n21 

-~,i;;KR-ETARlS DAERAH &OTA KUR 
1NO,~ 

n, 

Ditetapkan di Ru-pang 
Pada tanggal 10 Mei :1 

4--wALlKO A KCJPANG, 

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya rncmerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota Ini dengan penempatanr1ya dalam Berita Daerah Kota 
Kupa.ng. 

Peraturan Walikota ini rnulai bcrlaku pada ranggal ditetapkan. 

Pasal 10 

• BABlil 
KETENTUAN PENUTUP 
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